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MOTTO

“Focusing on the present and doing my best to live for tomorrow and in the next

day are the only things that i can do now. The future is the future because it hasn't
arrived. Time's that not yet to come, what's important to me is the present"
- Kim Namjoon of BTS

(Berfokus pada saat ini dan melakukan yang terbaik untuk hidup untuk hari esok

dan hari berikutnya adalah satu-satunya hal yang dapat saya lakukan sekarang.

Masa depan adalah masa depan karena belum tiba. Waktunya belum tiba, yang

penting bagiku adalah saat ini)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata
asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman
transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman
transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut :

Arab Indonesia Arab Indonesia
| ’ L t
« b L Z

[
—
(a\

& th ¢ gh
d J o f

< h S q
z kh < k
2 d J I

3 dh - m
D) r 8] n
J z 3 w
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Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika hamzah (<) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab,seperti vokal bahasa Indonesia,terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Fathah A A
) Kasrah I I
i Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&) Fathah dan ya Ai Adan |
3 Fathah danwau | Au Adan U
Contoh :

s kaifa
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J®  :haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
&t Fathah dan alif atau ya a dan garis
di atas
2 Kasrah dan ya i dan garis
di atas
5 Dammah dan wau u dan garis
di atas
Contoh :
<la : Mmata
Y] . rama
g s qila
Cigan : yamiitu

D. TA MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbitah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau

mendapat harkat fatkah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbatah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Juaky Az

: raudah al-atfal
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ALl daall : al-madinah al-fadilah

FAN : al-hikmah

E. SYADDAH (TASYDID)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (- ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

kg : rabbana
W . najjaina
aall  al-haqq
&l : al-hajj
é":' s nu’’ima
3 : ‘aduwwu

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
berharkat kasrah ( - ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (1). Contoh :
& . “Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

(P . ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J' (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya :
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Owaddl  :al-syamsu (bukan asy-syamsu)

433 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
4auly  ; al-falsafah
S al-bilddu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

9
LAY

G35al s ta 'murina
¢ 5l :al-nau’
B : syai'un
&yl : umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM

BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’an), sunnah, hadis, khusus
dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin
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Al-‘Ibarat Fr ‘Umum al-Lafz la bi khusus al-sabab

I. LAFZ AL-JALALAH (&)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh :

A G s dinullah

Adapun ta marbttah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

Adad; A humfi rahmatillah
J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :
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Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazt unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Ttis

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Mungqiz min al-Dalal
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ABSTRAK

Rizqyna Ramadhanie, 19220135. 2023. Penetapan Harga Pada Transaksi Idol
Photocard Album Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi.
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Ahmad Sidi Pratomo, S.H., MA

Kata Kunci : Penetapan Harga, Transaksi, Photocard, Hukum Positif, Hukum Islam

Photocard merupakan salah satu merchandise berupa gambar swafoto idola
yang berbentuk kartu dari kertas dengan ukuran seperti kartu/card pada umumnya
(55x85 mm) yang didapatkan dari dalam album sebagai bonus. Biasanya para
penggemar yang mengoleksi photocard hanya akan membeli album dan mengambil
photocard nya saja, lalu album dan yang lainnya akan mereka jual dengan harga
yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga photocard. Dalam permasalahan
kali ini beberapa penjual memberi harga photocard yang overpriced atau lebih
mahal kepada konsumen. Hal ini terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Positif
pada Perlindungan Konsumen yang salah satu asasnya ialah keseimbang dan
keadilan.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa
masalah yang memerlukan pembahasan mendalam mengenai bagaimana penetapan
harga pada transaksi photocard perspektif Hukum Positif dan bagaimana penentuan
harga pada transaksi photocard perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan dekskriptif kualitatif. Sumber data pendekatan empiris
menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap-
tahap yaitu pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), klasifikasi
(classifying), verifikasi (verifying) dan kesimpulan (concluding).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pada
penetapan harga pada transaksi Photocard belum memenuhi kriteria Hukum Positif
pada Perlindungan Konsumen. Dan belum memenuhi kriteria dalam pasal 1338
KUH Perdata bahwa suatu kontrak harus menggunakan iktikad yang baik ialah
dengan tidak memberikan harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah (sesuai
pasaran yang berlaku) dan tidak keterbukaan dari penjual/seller photocard. Namun,
telah memenuhi kesesuaian dalam pasal 1320 penjual/seller photocard dan pembeli
photocard sama-sama sepakat karena adanya demand yang tinggi. Dan penetapan
harga pada hukum Islam menjelaskan bahwa tidak ada batas tertentu dalam

XXiii



pengambilan keuntungan, namun menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan
(zulm) yang dilarang dan pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah
SWT.
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ABSTRACT

Rizgyna Ramadhanie, 19220135. 2023. Pricing on ldol Photocard Album
Transactions Positive Legal Perspective and Islamic Law. Thesis.
Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor : Ahmad Sidi Pratomo, S.H., MA

Keywords : Pricing, Transactions, Idol Photocards Album, Positive Legal, Islamic
Law

Photocard is one of the merchandise in the form of idol selfie images in the
form of paper cards with sizes like cards / cards in general (55x85 mm) obtained
from the album as a bonus. Usually, fans who collect photocards will only buy
albums and take the photocards, then they will sell aloums and others at a much
cheaper price than the price of photocards. In this problem, some sellers give
overpriced or more expensive photocard prices to consumers. This is inconsistent
with the Consumer Protection Law, one of the principles of which is balance and
fairness.

Referring to the background that has been explained, there are several issues
that require in-depth discussion of how to set prices on photocard transactions from
the perspective of positive law and how to determine prices on photocard
transactions from the perspective of Islamic law.

This research is a field research. The approach used is a qualitative descriptive
approach. Data sources empirical approach using primary data sources and
secondary data. The method of data collection is carried out by interviews. Data
processing techniques are carried out through stages, namely data examination
(editing), classification (classifying), classification (classifying), verification
(verifying) and conclusion (concluding).

Based on the results of the study, it can be concluded that the price fixing of
Photocard transactions does not meet the criteria for Positive Law on Consumer
Protection. And it does not meet the criteria in article 1338 of the Civil Code that a
contract must use good faith, namely by not giving a price that is too high or too
low (according to the prevailing market) and not openness from the photocard
seller. However, having complied with Article 1320, photocard sellers and
photocard buyers both agree because there is high demand. And pricing in Islamic
law explains that there is no certain limit in profit making, but fixing prices is
something of injustice (zulm) which is prohibited and the party entitled to determine
the market price is Allah SWT.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pedagang eceran atau peritel meliputi perdagangan yang menjual
produk dan jasa langsung kepada konsumen. Merchandise adalah produk-
produk yang dijual peritel kepada konsumen dalam gerainya kepada konsumen,
sedangkan merchandising dapat diartikan sebagai upaya pengadaan dan
penanganan barang.! Photocard merupakan salah satu merchandise yang mana
dikeluarkan oleh artis atau grup idola tertentu. Photocard menjadi barang
koleksi yang bernilai sangat tinggi. Photocard biasanya didapatkan secara acak
dari dalam album yang dirilis oleh sang artis dan merupakan gambar swafoto
idola yang berbentuk kartu dari kertas dengan ukuran seperti kartu/card pada

umumnya (55x85 mm) yang didapatkan dari dalam album sebagai bonus.

Beberapa merchandise yang dikeluarkan oleh artis atau grup idola antara
lain seperti album, lighstick, season greetings, digital book, memories, dan
merchandise yang lainnya. Para penggemar rela melakukan banyak hal
meskipun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi mendukung idola
yang mereka sukai. Barang-barang tersebut memiliki harga yang tidak murah,
contohnya group k-pop yang mengeluarkan album harga yang dipatok

berkisaran antara Rp. 300.000 sampai Rp. 800.000 dan didalam album tersebut

! Sujana, Asep ST. 2005. Paradigma Baru Dalam Manajemen Ritel Modern. Yogyakarta : Graha
limu.



terdapat cover book, cd, photobook, postcard, photocard, lyric card, poster, dan

merchandise lainya yang setiap albumnya memiliki bonus yang berbeda-beda.

Setiap penggemar yang membeli album akan mendapat photocard random
atau acak yang di dalam album tersebut pembeli tidak tahu photocard siapa yang
akan pembeli dapatkan. Ada penggemar yang menginginkan photocard untuk
mereka kumpulkan sebagai koleksi. Biasanya para penggemar yang mengoleksi
photocard hanya akan membeli album dan mengambil photocard nya saja, lalu
album dan yang lainnya akan mereka jual dengan harga yang jauh lebih murah

dibandingkan dengan harga photocard.

Photocard tidak dijual secara satuan karena photocard merupakan hadiah
yang diberi secara random saat pembelian album. Dan rata-rata hanya terdapat 1
hingga 3 photocard di dalam album atau di merchandise lainnya. Dengan
menggunakan sistem random tersebut menjadikan strategi penjualan album
berhasil meningkat, karena tidak sedikit penggemar idol atau artis tersebut rela
membeli berpuluh-puluh album hanya untuk mendapatkan photocard idola atau
artis yang dinginkan dan dijadikan bahan koleksi karena photocard tersebut

memiliki nilai harga sangat tinggi.

Dalam ilmu ekonomi, kita sering mendengar kata harga dan ruang
lingkupnya. Hal ini, kaitannya adalah bagaimana nilai yang menjadi transaksi
antara penjual kepada pembeli sebagai penggantian barang atau jasa yang

ditukar.? Ridwan Iskandar Sudayat menyatakan bahwa harga suatu barang

2 Cindy dan Jeumpa, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online
(E-Commerce)”, Universitas Islam Indonesia, https://law.uii.ac.id/wp-



adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang lain. Salah satu tugas pokok
ekonomi adalah menjelaskan alasan barang-barang mempunyai harga serta
alasan barang yang mahal dan murah. Sebagai contoh, gaji dan upah adalah
harga jasa bagi seseorang yang bekerja.® Sehingga dapat disimpulkan bahwa
harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan produk
barang dan jasa yang diinginkan.

Harga dalam figh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu
barang, yaitu as-saman dan as-si“r. As-saman adalah patokan harga suatu
barang, sedangkan as-si “r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam
pasar. Ulama figh membagi as-si“» menjadi dua macam yaitu: Pertama, harga
yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini,
pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar dengan
mempertimbangkan keuntungannya.* Menurut Ibnu Taimiyah, salah satu konsep
sederhana tentang harga sering kali menggunakan dua istilah saat membahas
tentang hal ini yaitu kompensasi yang setara (,,iwadh al-mitsl) dan harga yang
setara (tsaman al-mitsl). Harga yang adil menurutnya adalah harga yang setara.
Harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual
barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu
yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada

waktu dan tempat yang khusus. Harga yang setara menurut lbnu Taimiyah

content/uploads/2016/12/blc-fhuii-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-
perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-online-e-commerce.pdf

3 Siti Nur Fatoni, Pengantar llmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam), (Bandung:
Pustaka Setia, 2014), h. 61

4 Setiawan budi Utomo, Figh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), (Jakarta, Gema
Insani, 2003)



adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas,
yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.®

Islam merupakan agama paripurna, yang penuh kasih sayang, toleransi dan
kebersamaan dalam segala sisi kehidupan yang tidak hanya mengatur masalah
ibadah kepada Allah Swt. Namun juga mengatur masalah muamalah, termasuk
penetapan harga dan memberikan informasi yang benar kepada orang lain. Bagi
penjual tidak bolen meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan
menaikkan harga. Penjual hanya boleh meraup untung yang sewajarnya saja
sebagai pengganti atas jasanya. Begitu pula pembeli, meski ada semboyan
pembeli adalah raja tetap saja pembeli tidak bisa sewenang-wenang atas barang
yang akan dibelinya. Dan dalam hukum Islam tidak menentukan batas
keuntungan yang boleh diambil dalam sebuah perdagangan.®

Dalam penentuan atau penetapan harga dari barang photocard ini tidak
sesuai dengan salah satu asas dari Hukum Perlindungan Konsumen yakni
seimbang dan adil, karena tidak semua photocard dijual dengan harga yang sama
walaupun dari album, bahan, tempat produksi yang sama. Terdapat beberapa
penjual yang mematok harga photocard overpriced atau lebih mahal dari harga
yang ada didalam pasaran. Dalam pandangan Hukum Perlindungan Konsumen
yang salah satunya berprinsip keseimbangan dan keadilan yang dimaksudkan
agar penjual photocard menetapkan harga sesuai dengan nilai tukar secara

proporsional, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, bahkan

5 Ahmad Dakhoir dan lItsla Yunisva Aviva, Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar (Refleksi
Pemikiran Ibnu Taimiyah), Cet. Ke-1, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017), kata pengantar
® Selvira Eka Suci, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Photocard pada Aloum Kpop”,
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.1319



diharapkan mempunyai standar yang pasti dari nilai produksi yang telah
dikeluarkan. Namun masih banyak penjual photocard memberikan harga yang
diluar batas wajar.

Dikutip dari laman resmi twitter, pada Mei 2023 salah satu base warganet
Twitter yang mana base tersebut sering digunakan untuk curhat, sharing, dan
menanyakan hal seputar perkoleksian dan sell buy trade (sbt) jual beli tukar
album dan photocard dengan nama @sbtcon yang salah satu postingannya
berisikan harga photocard salah satu idola k-pop Newjeans dengan member
Haerin yang penjual tersebut memberikan harga sebesar Rp. 100.000,00 yang
mana harga pasar yang ada sekitar Rp. 25.000,00 hingga Rp. 35. 000,00 saja.
Dan terjadi hal serupa, pada salah satu warganet Twitter dengan akun bernama
@cutiemybie dan @fairywonnnnn menggungah postingan tweet photocard yang
mereka beli dengan harga overpriced atau harga diluar pasaran yang ada.’

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum
Perlindungan Konsumen yang memiliki pengertian secara umum perlindungan
konsumen adalah sebuah upaya hukum yang didapatkan oleh seorang konsumen
yang mana hak yang ia dapat ini dilindungi oleh hukum. Dengan adanya undang-
undang tersebut dirasa dapat berguna untuk melindungi apa yang telah menjadi
hak-hak konsumen.® Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan juga dapat
meminimalisir tindakan sewenang-sewang yang dapat merugikan para

konsumen yang dilakukan seseorang atau oknum-oknum pelaku usaha tertentu.

7 Twitter, diakses pada 19 Mei 2023, pukul 19.38  WIB link
https://twitter.com/sbtcon/status/16586297280504913927s=20

8 Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali
Pers: Jakarta, hal 1.



Dalam hal ini, diharapkan dapat meminimalisir penjual/seller photocard yang

menjual photocard tersebut diluar harga pasaran.

Berdasarkan permasalahan yang ada, dapat ditarik kesimpulan penulis

tertarik meneliti tentang permasalahan yang berkaitan dengan penetapan harga

barang yang berjudul “Penetapan Harga Pada Transaksi Photocard Perspektif

Hukum Positif dan Hukum Islam”.

B.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan harga pada transaksi photocard perspektif
Hukum Positif?

2. Bagaimana penetapan harga pada transaksi photocard perspektif
Hukum Islam?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah menganalisis :

1. Perspektif Hukum Positif mengenai penetapan harga pada transaksi
photocard

2. Perspektif Hukum Islam mengenai penetapan harga pada transaksi
photocard

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara akademis bagi perkembangan pendidikan di bidang ilmu hukum
khususnya mengenai Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

mengenai penetapan harga pada transaksi photocard.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai
referensi untuk berbagai pihak dan sebagai bahan perbandingan
pada penelitian selanjutnya pada topik yang sama untuk
menyempurnakan penelitian berikutnya. Dan laporan penelitian ini
diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan di
bidang hukum perlindungan konsumen, khusunya berkaitan dengan
perlindungan bagi collector/buyer photocard terhadap pemenuhan
hak atas penetapan harga menurut perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam.

b. Kalangan Akademis
Laporan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau
referensi bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian
berkaitan dengan topik yang serupa.

c. Bagi Masyarakat Umum atau Pembaca
Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis
dibidang penelitian mengenai penetapan harga khususnya pada
photocard menurut Hukum Positif dan Hukum Islam serta dapat
memberi wawasan baru dan pengalaman dan penelitian ini
diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang ada di dalam transaksi
penetapan harga photocard dengan syarat dan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Hukum Positif dan Hukum Islam.



E. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah kalimat penjelas yang memberikan suatu
arti, mendeskripsikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional
terhadap variabel tersebut. Hal ini bertujuan menghindari adanya
kesalahpahaman dan kekeliruan yang mana untuk memperoleh gambaran
yang jelas dalam pembahasan judul skripsi yang berjudul Penetapan Harga
Pada Transaksi ldol Photocard Album Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Islam, adapun beberapa istilah yang penulis gunakan yaitu :
1) Tinjauan Penetapan Harga
Penetapan menurut terjemahan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
Artinya adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan;
pengangkatan (jabatan); pelaksanaan (janji, kewajiban, tindakan sepihak
menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.® Penetapan harga
adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang
akan diperoleh atau diterima oleh perusahan dari produk atau jasa yang di
hasilkan. Tujuan penetapan harga ialah antara lain seperti, memaksimalkan
laba, meraih pangsa pasar, pengembalian modal usaha, dan tujuan stabilisasi
pasar. Jadi, bukan hanya menjelaskan berdasarkan tingkat keuntungan dan
perolehannya saja melainkan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

non ekonomis lainnya.®

® Supriadi, “Penetapan Standar Harga Jual Beli Dalam Konsep Ekonomi Islam”, (Skripsi UIN
Alauddin Makassar, 2013)”, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10061/

10 Santi Rahmawati, “Penetapan Harga”, 7, Desember, 2020
https://mahasiswa.yai.ac.id/v5/data_mhs/tugas/1714190044/10178 65 makalah%20kel%20%209
%20Penetapan%?20Harga-converted.pdf



2) Pengertian Photocard

Photocard merupakan salah satu merchandise yang mana dikeluarkan
oleh artis atau grup idola tertentu. Photocard berupa foto/swafoto dari grup
idola atau artis tertentu yang dicetak pada kertas tebal (biasanya
menggunakan bahan Art Carton) dengan ukuran seperti kartu/card pada
umumnya (55x85 mm).

Photocard tidak dijual secara satuan karena photocard merupakan
hadiah yang diberi secara random dan rata-rata hanya terdapat 1 hingga 3
Photocard di dalam album atau di merchandise lainnya. Dengan
menggunakan sistem random tersebut menjadikan strategi penjualan album
berhasil meningkat, karena tidak sedikit penggemar idola atau artis tersebut
rela membeli berpuluh-puluh album hanya untuk mendapatkan photocard
idola atau artis yang dinginkan dan dijadikan bahan koleksi karena
photocard memiliki nilai harga yang tinggi.

3) Tinjauan Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif

Konsumen berasal dari istilah yaitu ‘consumer’ yang dapat diartikan
yaitu pengguna, pemanfaat dan pemakai suatu barang serta jasa demi tujuan
yang diinginkan.!* Hukum apabila dikaitkan dengan konsumen ialah segala
perlindungan kepada setiap hak konsumen yang akan selalu diupayakan dari
segala faktor penyebab tidak terpenuhinya hak konsumen tersebut. Seorang
konsumen harus memahami setiap hak yang dimilikinya. Ketentuan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 pada Pasal 4 huruf (b)

11 Barakatullah, Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen. (Bandung, NusaMedia, 2010), 30.



tahun 1999 menetapkan bahwa konsumen mendapatkan hak guna mendapat
barang sesuai dengan nilai tukar. Sebelum konsumen membeli barang, hal
utama yang akan diperhatikan oleh konsumen yaitu harga.'> Harga yang
pantas/patut yaitu harga yang berdasarkan kepada norma yang berlaku dan
menyesuaikan dengan kebiasaan pada tempat dan pada kalangan tertentu.®
Karena, apabila penentuan harga diluar harga pasaran akan mengakibatkan
salah satu pihak mengalami kerugian.
4) Tinjauan Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah
yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai
tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang
diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini
mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya
secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang
diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi,
baik yang berhubungan dengan kepercayaan (agidah) maupun yang
berhubungan dengan amaliyah.'*

Menurut Al-Ghazali mengenai “harga yang berlaku”, seperti yang

ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari

12 Maharani, AA Sagung Agung Sintia, and I. Ketut Markeling. "Akibat Hukum Terhadap
Perbedaan Harga Barang Pada Label (Price Tag) Dan Harga Kasir." Jurnal Kertha Semaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana 2, no.5 (2014): 01-15

13 Nasyiah, Iffaty. "Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Penentuan Nilai Tukar Barang
(Harga) Perspektif Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen." De Jure: Jurnal Hukum dan
Syar'iah 6, no. 2 (2014): 117-127.

14 Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, Universitas Batanghari No.2
(2017) http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/viewFile/357/347
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dikenal dengan as-saman al-‘adil (harga yang adil) dikalangan ilmuwan
muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) dikalangan ilmuan
kontemporer.™® Karena yang terjadi dalam praktik-praktik penetapan harga
sekarang yaitu bagaimana menetapkan harga dengan memikirkan terhadap
orang lain terhadap keseimbangan harga yang ada dipasaran pada saat ini.
F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab tersebut
terdiri dari sub bab yang akan memperjelas ruang lingkup dan permasalahan
yang diteliti. Susunan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang
menjadi awal permasalahan dalam penulisan penelitian ini, kemudian
rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu beberapa
permasalahan pokok yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya
berisi tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian
ini, kemudian di definisi operasional yang menjelaskan beberapa pengertian
agar pembaca lebih mudah memahami makna dalam judul skripsi ini.
Setelah itu dicantumkan pula sistematika pembahasan yang bertujuan untuk
mempermudah dalam melakukan penulisan penelitian ini.

BAB Il terdiri dari tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas
mengenai penelitian terdahulu yang bertujuan agar skripsi ini berbeda

dengan penelitian terdahulu sehingga terhindar dari plagiasi. Selain itu,

15 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja
Gravindo Persada, 2004), him. 290.
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terdapat penjelasan tentang kajian teori yang bersangkutan dengan
penelitian ini, yang bertujuan sebagai landasan dasar hukum, baik dari Al-
Qur’an dan hadist, maupun undang-undang dalam penelitian ini.

BAB 11l terdiri dari metedologi penelitian yang menjelaskan tentang
cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data yang
berupa jenis penelitian, pendekatan, jenis dan sumber data, metode
pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB 1V mengenai hasil dari penelitian serta pembahasannya. Bab ini
adalah inti dalam penelitian ini karena di bab ini kita bisa menemukan
jawaban dari rumusan masalah yang ada di penelitian ini. Dalam bab ini
juga dapat menghasilkan produk hukum baru yang sebelumnya belum
diketahui.

BAB V berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain
itu, terdapat saran langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini
sehigga mampu untuk meningkatkan penelitian yang jauh lebih baik lagi

kedepannya.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan
peneliti dalam rangka mengetahui persamaan dan perbedaan dari aspek objek
yang diteliti dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Penulis melakukan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan tema-tema yang
relevan dengan judul penulis. Terdapat banyak penelitian yang berkaitan dengan
Penetapan Harga maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah pustaka
terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan
sebelumnya. Adapun hasil dari beberapa penelitian yang dijadikan sebagai
bahan rujukan penelitian, diantaranya adalah :

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Penetapan Harga
Makanan di Tenant PT KAI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dan Pemikiran Ibnu Khaldun (Studi kasus
penumpang kereta api di Stasiun Tulungagung)” ditulis oleh Vivi Alvitur
Rohmah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
2018.16 Penelitian ini merupakan merupakan penelitian lapangan yang berfokus
pada perbedaan harga jual makanan di Stasiun Tulungagung. Karena adanya
pandangan dari penumpang kereta api di Stasiun Tulungagung mengenai harga

makanan di tenant Stasiun Tulungagung yang lebih mahal dari harga yang ada

16 Vivi Alvitur Rohmah, “Penetapan Harga Makanan di Tenant PT KAI Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pemikiran Ibnu Khaldun (Studi
kasus penumpang kereta api di Stasiun Tulungagung)”, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, 2018, http://repo.uinsatu.ac.id.pdf
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di luar wilayah Stasiun Tulungagung yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan ditinjau dari pemikiran Ibnu
Khaldun.

Kedua, karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penetapan Harga Ikan Teri (Studi Kasus Pada
Pasar Sambu)” ditulis oleh Julianti Monica Simanjuntak, Universitas Hindu
Negeri Medan, 2020.1 Penelitian ini merupakan merupakan penelitian normatif
berfokus pada Pandangan UU No.8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan
Konsumen karena terjadinya ketidakstabilan harga pasar dan kurangnya
pengetahuan konsumen tentang bagaimana metode penentuan harga ikan teri,
akan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh penjual ikan yang tidak mengenal nilai
kemanusiaan di Pasar Sambu yang hanya memikirkan keuntungan materi dan
menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar hingga akhirnya
konsumen dirugikan.

Ketiga, karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “Perjanjian
Penetapan Harga Oleh Persatuan Percetakan Photocopy Marpoyan (P3M) Di
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Hukum Perlindungan Konsumen” yang ditulis oleh Karina

Lukman Hakim, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.'® Penelitian ini

17 Julianti Monica Simanjuntak, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penetapan Harga
Ikan Teri (Studi Kasus Pada Pasar Sambu)”, Universitas Hindu Negeri Medan, 2020
https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/5707/JULIANTI%20MONICA%20SIMA
NJUNTAK .pdf?sequence=1&isAllowed=yf

18 Karina Lukman Hakim, “Perjanjian Penetapan Harga Oleh Persatuan Percetakan Photocopy
Marpoyan (P3M) Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Hukum Perlindungan Konsumen”, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020
https://repository.uir.ac.id/9734/1/161010339.pdf
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merupakan merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada UU No.8 Tahun
1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Yang mana para konsumen dari
photocopy mengalami kerugian karena adanya perjanjian penetapan harga pada
Persatuan Percetakan Photocopy Marpoyan (P3M) dan hal tersebut
menimbulkan tidak terpenuhinya hak dari konsumen berupa hak untuk memilih
produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan kemudian harga yang dibayarkan konsumen lebih tinggi
dibandingkan harga pada pelaku usaha bersaing secara kompetitif.

Untuk memudahkan pemahaman dan penjelasan mengenai persamaan dan
perbedaan antara berbagai judul penelitian terdahulu yang telah diuraikan

dengan penelitian ini, penulis memaparkannya dalam bentuk tabel sebagai

berikut :
Table 2.1. Penelitian Terdahulu
Nama
No. ] Judul Persamaan Perbedaan
Penulis
1. | Vivi Alvitur | Penetapan a) Mengkaji mengenai | a) Objek
Rohmah Harga penetapan harga penelitian

Makanan di b) Mengkaji  dengan tersebut pada

Tenant PT KAl menggunakan penumpang/
Ditinjau dari metode empiris pelanggan KAl
Undang- (penelitian lapangan) sedangkan
Undang c) Pendekatan teori penulis dengan
Nomor 8 hukum yang penjual

Tahun 1999 digunakan Undang- photocard
Tentang Undang Nomor 8

Perlindungan tahun 1999 Tentang
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Konsumen dan
Pemikiran
Ibnu Khaldun
(Studi kasus
penumpang
kereta api di
Stasiun

Tulungagung)

Perlindungan

Konsumen.

Julianti Perlindungan | a) Mengkaji mengenai | a) Mengkaji
Monica Hukum Bagi penetapan harga dengan
Simanjuntak | Konsumen b) Pendekatan teori menggunakan
Terhadap hukum yang metode
Penetapan digunakan normatif
Harga lkan Perlindungan b) Objek
Teri (Studi Hukum Konsumen Penelitian
Kasus Pada Undang-Undang berupa
Pasar Sambu) Nomor 8 tahun 1999 penetapan
harga pada
Ikan Teri di
Pasar Sambu
Karina Perjanjian a) Mengkaji mengenai | a) Objek
Lukman Penetapan penetapan harga Penelitian
Hakim Harga Oleh b) Mengkaji dengan pada
Persatuan menggunakan Percetakan
Percetakan metode empiris Photocopy
Photocopy (penelitian lapangan) Marpoyan di
Marpoyan c) Pendekatan teori Pekanbaru
(P3M) Di hukum yang
Kecamatan digunakan
Marpoyan Perlindungan
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Damai Kota Hukum Konsumen
Pekanbaru Undang-Undang
Ditinjau Dari Nomor 8 tahun 1999
Undang-
Undang
Nomor 8
Tahun 1999
Hukum
Perlindungan

Konsumen

B. Landasan Teori

1) Penetapan Harga Perspektif Hukum Positif

a. Penetapan Harga

Pada umumnya, harga menjadi salah satu bagian paling krusial bagi
sejumlah produsen tak terkecuali konsumen. Menurut Ridwan Iskandar
Sudayat harga adalah tingkat pertukaran barang dengan barang lainnya
yang digunakan sebagai perantara untuk mendapatkan produk tersebut.*®
Dan menurut Kotler dan Amstrong harga merupakan bauran pokok
pemesaran Yyang dapat menghasilkan pendapatan, dan menjadi
fragmentaris termudah dalam penyesuaian program pemasaran, Product
Features serta perubahan harga pasar. Selain itu, harga juga diartikan
dengan penarikan atau penetapan sejumlah uang atas suatu produk dan jasa

dalam memperoleh manfaat dari keduanya.?

19 Kotler dan Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, Ed.8 Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2001), 439-

440.

20 Siti Nur Fatoni, Pengantar llmu Ekonomi, (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam), (Bandung:
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Prof. DR. H. Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi,
pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling
berhubungan. Yang dimaksud dengan utility ialah suatu atribut yang
melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebutdapat
memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants) dan memuaskan
konsumen (satisfaction). Value adalah nilai suatu produk untuk ditukarkan
dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu
pertukaran antara barang dengan barang. Sekaran gini ekonomi Kita tidak
melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai
ukuran yang disebut harga. Jadi harga (price) adalah nilai suatu barang
yang dinyatakan dengan uang.?* Harga merupakan satuan moneter atau
ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar
memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa.
Dan harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur pemasaran yang
memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan dibanding unsur
bauran pemasaran yang lainnya (produk, promosi, dan distribusi).??

Penetapan harga adalah penetapan dari suatu barang. Apabila nilai
harga barang itu terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan
menurun, namun apabila harga terlalu rendah akan mengurangi
keuntungan yang dapat diperoleh oleh penjual. Dari hal tersebut dapat

diketahui bahwa penetapan harga ialah suatu proses untuk menentukan

Pustaka Setia, 1997),151.

21 prof. DR. H. Buchari Alma. Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung :CV
ALFABETA, 2005), h, 169

22 Tjiptono Fandy, Manajemen Jasa, (Yogyakart: Andy Offset 2001), h. 151.
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seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh
perusahan dari produk atau jasa yang di hasilkan.

Secara keseluruhan penetapan harga yang ideal dan baik adalah harga
yang tidak memunculkan eksploitasi dalam bentuk apapun yang bersifat
penindasan (kedzaliman) yang berujung pada kerugian salah satu pihak
dan menguntungan sebagian pihak yang lain.?® Harga harus
mereprentasikan keadilan dalam memperoleh kemanfaatan barang baik
untuk pembeli maupun pedagang, dimana pedagang mendapatkan hasil
atau keuntungan wajar sedangkan pembeli bisa merasakan manfaat yang
setara dengan harga yang dibayarkannya. Tidak hanya dalam ranah
kerugian antar pedagang dengan pembeli tetapi juga berlaku antar
pedagang satu dengan pedagang lainnya dalam persaingan usaha.?*

b. Konsumen
Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2,
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barangdan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di
perdagangkan” %

Berikut pengertian konsumen menurut para ahli :

23 Adimarwan Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), 353.

24 Yolandari, "Tinjauan Ekonom Islam Terhadap Penetapan Harga Peniual Bat Bata di Desa Sinar
Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur", Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 53

25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2
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1. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Prinsipleas Of Marketing
adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau
memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi, Konsumen
atau Pelanggan adalah orang yang membeli barang atau jasa secara
berulang.

2. Menurut Dewi, Konsumen adalah seseorang yang menggunakan
produk atau jasa yang dipasarkan.

3. Menurut Sri Handayani, Konsumen (sebagai alih Bahasa dari
Consumen), secara harfiah berarti “seseorang atau suatu perusahaan
yang membeli barang atau menggunakan jasa dalam berbagai
perundang-undangan negara”.

¢. Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyebutkan bahwasanya,
"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen." Secara
umum, perlindungan konsumen adalah sebuah upaya hukum yang
didapatkan oleh seorang konsumen mana hak yang ia dapatkan ini telah
dilindungi oleh hukum. Terdapat Undang-Undang yang mana telah
mengatur perihal mengenai permasalahan tersebut yaitu pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan adanya undang-undang tersebut
dirasa dapat berguna untuk melindungi apa yang telah menjadi hak-hak

konsumen yang apabila ada produsen yang lari dari tanggung jawabnya
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dalam menjual barang miliknya. Dan dengan adanya peraturan tersebut
diharapkan juga dapat meminimalisir tindakan sewenang-sewang yang
dapat merugikan para konsumen yang dilakukan seseorang atau oknum-
oknum pelaku perusahaan tertentu.?®
Beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian perlindungan
hukum, diantaranya antara lain :
1. Sidabalok
Menurut pendapat Sidabalok, perlindungan konsumen merupakan
keseluruhan peraturan hukum yang mengatur dan membahas
mengenai hak dan kewajiban konsumen serta produsen yang ada
setelah melakukan perjanjian jual beli antar keduanya yang dimana
mengatur upaya penjaminan terwujudnya perlindungan hukum
terhadap kepentingan konsumen.?’
2. Mochtar Kusumaatmadja
Menurut pendapat Mochtar, hukum perlindungan konsumen
adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah yang mengatur
hubungan dan permasalahan dalam penyediaan dan penggunaan
produk barang dan/atau jasa, antara produsen dan konsumen.
3. A.Z Nasution
Menurut pendapat Nasution, hukum perlindungan konsumen

adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan

% Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali pers: Jakarta,
hal 1.

27 Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, hal 17.
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melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan

penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia

dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.?®

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari hukum perlindungan
konsumen mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang
dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Perlindungan konsumen atas barang
dan harga dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaa
barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih
rendah dari pada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang
demikian ini, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas
yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya.?®

Ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen tersebut
terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi. Perlindungan
konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang
terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis
yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen,
pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya
kesepakatan para pihak melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca

terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun bisnis telah dinyatakan

28 A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya: Jakarta, 2000
2 Sudjana dan Elisantris Gultom, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
(Bandung: Buku-buku IImu Hukum).

22



selesai, namun pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan
hukum.

Sumber yang digunakan dalam Hukum Perlindungan Konsumen tidak
hanya UUPK saja. Tetapi dilihat secara utuh atau keseluruhan dalam
kerangka hukum di Indonesia. Karena hukum memiliki arti, sebuah sistem
yang mana merupakan suatu kesatuan tatanan yang memiliki satu kesatuan
yang utuh. Dan setiap unsur dan bagian yang ada didalam nya melengkapi
satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama.*

d. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum atau
merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam
dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif
dan dapat diketemukan dengan mencari sifat umum dalam peraturan
konkret tersebut. Jadi, asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret,
melainkan merupakan latar belakang peraturan konkret dan bersifat umum
atau abstrak.3!

Pada pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa :
“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

30 Agus Suwandono, S.H., LL.M., Modul I: Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen,
Universitas Terbuka, Jakarta, 2015, hal 1.21-1.25.
31 Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty,Yogyakarta.
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Penjelasan Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa Perlindungan
konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima)
asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Beberapa asas nya antara
lain :

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa
segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan (Penjelasan Pasal 2 UUPK).
Segala upaya dalam perlindungan konsumen hendaknya harus
memberikan manfaat baik bagi konsumen dan pelaku usaha. Bagi
konsumen pemberlakuan UUPK yang mengatur mengenai hak dan
kewajiban telah mempertegas posisinya sebagai konsumen yang di
lindungi oleh hukum. Selain itu, pemberlakuan UUPK juga telah
memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menuntut haknya
apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Sedangkan bagi pelaku usaha
pemberlakuan UUPK tidaklah dimaksudkan untuk mematikan
kegiatan usaha pelaku usaha, namun justru sebaliknya perlindungan
konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang
mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi
persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa Yyang
berkualitas.

2. Asas Keadilan
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Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil (Penjelasan Pasal 2
UUPK). Melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan
konsumen ini, diharapkan konsumen maupun pelaku usaha dapat
mendapatkan dan memperjuangkan hak-hak secara adil
sebagaimana telah ditentukan dalam UUPK.

. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual (penjelasan Pasal 2
UUPK). Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan
dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik
konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari
aspek regulasi maupun penegakan norma-norma perlindungan

konsumen.

. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan (Penjelasan Pasal 2

UUPK). Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan
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memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi
konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan
konsumen atas barang dan/atau jasa diawali dengan membuat
regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-
lembaga pengawas.
. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara
menjamin  kepastian hukum (Penjelasan Pasal 2 UUPK).
Pemberlakuan UUPK diharapkan dapat memberikan pedoman yang
pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di
Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban
sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum
terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen
dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, dengan
tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak.

Ahmadi Miru dan Sutaraman Yado mengemukakan bahwa
substansi Pasal 2 UUPK serta penjelasannya, menunjukkan bahwa
perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu
pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah
negara Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan

umum dalam UUPK, bahwa UUPK ini dirumuskan dengan
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mengacu  kepada filosofi pembangunan nasional. Dan
mengemukakan bahwa kelima asas yang terdapat dalam Pasal 2
UUPK, jika dilihat dari substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga)
asas, yakni asas:
1) kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan
keselamatan konsumen;
2) keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3) kepastian hukum.®2
2) Penetapan Harga dalam Hukum Islam
a. Harga
Harga dalam perspektif figh Islam mempunyai dua mata sisi yang
berbeda yaitu As-sir dan as-Saman. As-saman diartikan sebagai tolak
ukur harga dari segi barang sedangkan As-si'r merupakan aktualisasi
harga yang berlaku dipasar. As-Sir oleh ulama figh dibagi menjadi dua
bentuk yaitu pertama, berlakunya harga secara alami tapa adanya
intervensi dari pemerintah, artinya terdapat kebebasan bagi pedagang
dalam menjual barang dengan mempertimbangkan keuntungan dan harga
yang wajar. Kedua, harga yang telah di intervensi oleh pemerintah
tentunya dengan mengukur pretimbangan modal dan penghasilan yang

sewajarnya bagi produsen ataupun pedagang serta menilai keadaan nyata

32 Ahmadi Miru dan Sutarman Yado, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Raja
Grafindo Persada
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ekonomi dan daya beli masyarakat atau biasa disebut disebut dengan At-
tas 'ir Al- jabbari.®

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan
persetujuan khalayak masyarakat.®* Tas’iir adalah membatasi harga di
pasaran, tidak boleh menjual dengan diluar harga yang telah ditetapkan.
Ada dua macam tas'iir yaitu pertama, apabila harga di pasaran dibatasi
dengan zalim. Padahal pedagang menjual dengan harga yang wajar.
Kalaupun terjadi kenaikan harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok
atau karena besarnya demand (permintaan).

Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran
tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa
terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.® Ibnu
Taimiyah menyatakan : “Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada
besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh
transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan
kehendak Allah”.®® Menurut Adiwarman Karim bahwa penentuan harga
dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan
kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan

penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak

33 Setiawan Bundi Otomo, Figih Aktual, (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), Jakarta: Gfma
Insani, 2003), 83

3 LLukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (it : Erlangga, 2012), h. 172

3 Ir.Adiwarman Karim, SE,MA. Ekonomi Mikro Islam (Jakarta : Penerbit 11 T Indonesia, 2003)

hal. 236

% 1bnu Taimiyah, Al-Hisbah (Cairo : Darul Sya’b, 1976) h. 24
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yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga
tersebut.?’

Menurut pembicaraan Al-Ghazali mengenai harga tidak lepas dari
konsep yang dikenal dengan at-tsaman al-'adil (harga yang adil) menurut
cendikiawan muslim, dan equilibrium price (keseimbangan harga)
menurut cendikiawan moderen.®® Al-ghazali menuturkan terkait adanya
penawaran dan permintaan dimana kenaikan dan rendahnya harga di
akibatkan oleh tingkat penawaran dan permintaan. Dan apabila ada
pembatasan harga dalam kondisi tersebut termasuk bentuk kezaliman
karena terdapat paksaan tanpa jalan yang benar.

Dalam hadis Anas bin Malik telah telah disebutkan yang berbunyi,

R 32l oals @ T G 559 15 510 bl Gl a5 0

I 5 00 b Aalhay

Bahwasannya, “Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan

menurunkan harga, Dialah yang menahan dan melapangkan rizqi. Aku

harap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada satupun dari kalian

yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta”.%

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga.

Tingkat harga terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti“C :

1. Kondisi Perekonomian

37 Adiwarman Azwar Karim, SE, MA, op. cit., h. 236

38 Adiwarman Azwar Karim, SE, MA, op. cit., h. 290.

39 HR. Abu Dawud no. 3451, Tirmidzi no 1341, lbnu Majah no. 2200
40 Basu Swastha DH, Irawan. Manajemen Pemasaran Modern, hal. 242
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Kondisi perekonomian mempengaruhi tingkat harga yang berlaku.
Pada periode resesi misalnya, merupakan suatu periode dimana
harga berada pada suatu tingkat yang lebih rendah.
2. Penawaran dan Permintaan
Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli
pada tingkat harga yang tertentu. Pada umumnya tingkat harga
yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta akan
semakin besar. Sedangkan penawaran adalah merupakan
kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan
oleh penjual pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga
yang lebih tinggi mendorong jumlah yang dirtawarkan
sebelumnya.
3. Elastisitas Permintaan
Sifat elastisitas permintaan pasar ini tidak hanya mengaruhi
penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat
dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan
ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka
penjualan akan menurun dan sebaliknya.
4. Persaingan
Dalam harga jual terdapat beberapa macam barang yang sering
dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada.

5. Biaya
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Biaya merupakan dasra dalam penentuan harga, sebab suatu
tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan
mengakibatkan kerugian, begitupun sebaliknya.

6. Tujuan

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai antara lain ialah
mendapatkan laba maksimum, mencapai volume penjualan
tertentu, penguasaan pasar, dan kembalinya modal yang tertanam
dalam jangka waktu tertentu.

7. Pengawasan pemerintah

Pengawasan Pemerintah merupakan salah satu faktor penting
dalam penetuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat
berbentuk seperti halnya penentuan harga maksimum dan
minimum, diskriminasi harga, serta praktik-praktik lain yang
mendorong atau memecah usaha-usaha ke arah monopoli.

b. Macam-Macam Harga dalam Islam
Cara dari penetapan harga dilihat dari pespektif Islam adalah penetapan
harga yang baik, adil dan tidak ada campur tangan manusia dapat
menyebabkan kedzaliman. Macam-macam penetapan harga dalam Islam
yaitu :

1. Penetapan Harga yang Tetap
Penetapan harga yang tetap disini maksudnya adalah harga yang
secara langsung ditentukan oleh pihak pemerintah, hal ini merupakan

salah satu praktek yang tidak diperbolehkan agama Islam. Pemerintah
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tidak memiliki hak wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah
komoditas kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang
jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang
ditentukan.
JU8 Ll jasd el S el s L Galil) JU: o gb pedic dll iy @llle o il (0
ol 0¥ (s BN hauldl Gadal) mal g @ &) 1 plas adde A (Loa d) gu
Jle V5 a0 A dallaey ailla) aSie 3af (5 4l A
[ e ] 2ealsaale ol s el a5l sl ol 5
Artinya :

Dari Anas, ia berkata: Orang-orang berkata, “Wahai Rasulallah,
harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami.” Lalu Rasulallah
SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang
mempersempit dan memperluas, dan aku berharap bertemu dengan
Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena
kezhaliman dalam darah atau harta” (Shahih: lbnu Majah).*

2. Harga yang Adil

Menurut para hakim, harga yang adil adalah harga yang dibayar
untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat
diserahkan. Para hakim juga sering menggunakan istilah tsaman al-
mithl (harga yang setara /equvalen price). Adanya suatu harga yang

adil telah menjadi pegangang yang mendasar dalam transaksi yang

41 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Terjemah Hadist Shahih Sunan lbnu Majah, (Pustaka
Azzam)
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islami. Pada prinsipnya transaksi harus dilakukan pada harga yang adil,
sebab cermin dari komitmen syariat islam terhadap keadilan yang
menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan
eksploitasi atau penimbunan (kedzaliman) sehingga merugikan salah
satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus
mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil yaitu
memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh
manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil
bagi penjual maupun pembeli. Karenanya jika mekanisme pasar
terganngu, maka harga yan adil tidak akan tercapai. Demikian pula
sebaliknya harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk
bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka pelaku pasar
enggan untuk bertransaksi atau terpaksa tetap bertransaksi dengan
menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan
tentang konsep-konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang

sempurna.*?

42 pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008), 331.
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BAB I
METODE PENELITIAN

Kata metode dan metodologi merupakan dua kata yang memiliki arti yang
berbeda. Metode sendiri berarti menunjukan pada teknik penelitian yang
digunakan seperti survey, wawancara dan observasi. Adapun kata metodologi
berasal dari Bahasa Yunani yaitu ‘methodologia’ yang berarti teknik atau
prosedur.*® Penelitian merupakan suatu penelitian yang terorganisasi dan Kritis
dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu. Kata penelitian sendiri
merupakan terjemahan dari Bahasa inggris yang terdiri dari kata re yang
memiliki arti kembali dan to search artinya mencari. Pengertian penelitian yang
diungkapkan oleh beberapa ahli, salah satunya menurut John, penelitian adalah
pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan
antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu.*

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan
perkara yang diteliti, agar penelitian dapat berhasil dilakukan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan teknik tertentu, maka seorang
peneliti akan mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut :

43 Joenaidi Effendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris, (Depok:
Prenadamedia Group, 2016) h. 2

4 sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian Literasi (Yogyakarta: Media Publishing,
2015) h. 4-5

34



A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian
yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini adalah suatu metode penelitian
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.*® Terjadinya
penelitian yuridis empiris dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara
peraturan hukum dan fakta yang ada dilapangan.

Berdasarkan pada penelitian tersebut peneliti memilih jenis penelitian
yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana penetapan harga pada transaksi
idol photocard album yang sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif, penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari makna, pemahaman,
pengertian, suatu fenomena, kejadian secara teliti, kontekstual dan
menyeluruh disusun tahap demi tahap untuk kemudian disimpulkan dari awal
hingga akhir. Peneliti mencoba mengumpulkan informasi melalui interaksi
dengan pihak-pihak yang bersangkutan pada fenomena yang terjadi.*®
Hal yang diteliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini
adalah bagaimana penetapan harga beberapa seller photocard pada akun
diary553, PinkPeach, dan Sunset1905 pada perspektif Hukum Positif dan

Hukum Islam.

4 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121.
4 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta:
Kencana 2017), h. 328
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C. Metode Penentuan Subyek
Obyek penelitian ini adalah beberapa Grup Order yang beralamatkan
di Bandung, Tangerang, dan Purwokerto. Namun, terkait jarak yang tidak
memungkinkan untuk bisa meneliti secara langsung maka peneliti dan
pemilik akun seller photocard tersebut memutuskan untuk melakukan
penelitian secara online yakni dengan melalui komunikasi lewat aplikasi
resmi dengan masing-masing pemilik akun seller photocard tersebut.
D. Jenis dan Sumber Data
Data penelitian kualitatif pada umumnya berupa data lunak (soft data)
yang berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan.*’ Penelitian yang penulis
lakukan merupakan penelitian field research, maka dari itu data-data yang
diperoleh sebagai sumber bahan penelitian skripsi ini. Penulis menggunakan
dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh
subjek yang akan diteliti dan data terbaru. Data primer dalam
penelitian ini pada akun seller photocard diary553, PinkPeach, dan
Sunset1905 dengan melalui komunikasi lewat aplikasi chat resmi
masing-masing pemilik akun seller tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

47 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,
(T.tp.:T.pn,, t.t), h. 107
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Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber
literatur-literatur berupa jurnal online, buku-buku, e-book, website,
artikel online yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti memakai metode
pengumpulan data field research (penelitian lapangan) maka dari itu
diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Wawancara
Bentuk wawancara ini adalah mengungkap dan mendapatkan
data dengan menggunakan metode tanya jawab terhadap hal-hal
yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Untuk pertanyaan-
pertanyaan telah peneliti siapkan yang tersusun dengan
menggunakan bahasa informal. Peneliti mewawancarai pemilik
akun diary553, PinkPeach, dan Sunset1905 sendiri yakni Niken,
Kharisma, dan Ninit melalui direct message dan aplikasi media
sosial.
Adapun draft pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sebagai

berikut :

1. | Bagaimana sistem penetapan harga photocard yang ada di
GO ini (nama toko masing-masing seller)?

2. | Mengapa penetapan harga photocard tiap idola atau artis
memiliki harga yang berbeda-beda?

3. | Faktor apa saja yang mempengaruhi harga pada photocard
itu lebih mahal daripada album itu sendiri atau
merchandise yang lain?

4. | Mengapa photocard lebih diminati oleh penggemar
daripada merchandise yang lain?

37



Tabel 1. Pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.
2. Dokumentasi
Metode Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan
mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkip, buku, jurnal, artikel, dan foto. Dalam hal ini bahan-bahan
yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari temuan-
temuan peneliti secara online melalui akun seller photocard
diary553, PinkPeach, dan Sunset1905 yang kemudian dianalisa
dengan Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini
penulis mengumpulkan data dokumentasi dengan cara screnshoot
percakapan pada direct message masing-masing pemilik akun seller
photocard tersebut.
F. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data dilakukan sesuai dengan pendekatan
penelitian yang digunakan. Metode tersebut dilakukan dengan cara
memaparkan data dalam kalimat yang efektif, teratur dan logis sesuai dengan
kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan begitu, peneliti akan
memperoleh suatu kesimpulan yang mudah untuk dipahami. Adapun

beberapa metode pengolahan data yang digunakan, antara lain :

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang dari data-
data yang diperoleh, baik melalui wawancara dengan informan

ataupun bahan kepustakaan. Apabila terdapat kekurangan data yang
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dilakukan segera untuk memperbaikinya dari aspek kelengkapan,
relevansi ataupun kejelasan terhadap data-data yang lain.
Klasifikasi (Classifying)

Pada tahapan klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokkan
data-data dari hasil pemeriksaan data (editing) agar sesuai dengan
kategori sub bab dalam penelitian. Selain itu, juga memilih kaidah
hukum yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga data yang
diperoleh menjadi data yang objektif.

. Verifikasi (Verifying)

Dalam tahapan verifikasi peneliti melakukan pemeriksaan
terhadap kevalidan data yang diperoleh untuk menghindari kesalahan
lebih lanjut dalam tahapan analisis data.

. Analisis (Analyzing)

Analisis data dilakukan berdasarkan perolehan data observasi di
lapangan dengan mengacu teori yang sudah ada. Tujuannya untuk
menguraikan dan menjelaskan data terkait penjualan photocard yang
diluar harga pasaran (overpriced) dengan melihat perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam.

Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengolahan data.
Maka, peneliti akan menjelaskan hasil dari pengumpulan dan analisis
data yang dijadikan dalam ringkasan/simpulan dengan bahasa yang

lugas dan mudah dipahami.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Photocard

Photocard merupakan salah satu merchandise yang mana dikeluarkan
oleh artis atau grup idola tertentu. Photocard berupa foto/swafoto dari grup
idola atau artis tertentu yang dicetak pada kertas tebal (biasanya
menggunakan bahan Art Carton) dengan ukuran seperti kartu/card pada
umumnya (55x85 mm).

Merchandise adalah produk-produk yang dijual peritel kepada
konsumen dalam gerainya kepada konsumen, sedangkan merchandising
dapat diartikan sebagai upaya pengadaan dan penanganan barang.*®
Photocard tidak dijual secara satuan karena photocard merupakan hadiah
yang diberi secara random dan rata-rata hanya terdapat 1 hingga 3
Photocard di dalam album atau di merchandise lainnya.

Dengan menggunakan sistem random tersebut menjadikan strategi
penjualan album berhasil meningkat, karena tidak sedikit penggemar idol
atau artis tersebut rela membeli berpuluh-puluh album hanya untuk
mendapatkan photocard idol atau artis yang dinginkan dan dijadikan bahan
koleksi karena bernilai sangat tinggi atau pun mengoleksinya untuk

memenuhi rasa kebahagiaan. Karena adanya sistem random tersebut,

4 Sujana, Asep ST. 2005. Paradigma Baru Dalam Manajemen Ritel Modern. Yogyakarta : Graha

lImu.
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demand (permintaan) dari penggemar akan photocard setiap idola atau artis
pun beragam berdasarkan tingkat popularitas idola tersebut dan tingkat
limitasi dari jumlah photocard yang tersedia di seluruh dunia dan
menjadikan kesenjangan harga yang sangat mencolok antara idola atau artis
yang memiliki popularitas rendah, sedang, hingga dengan yang tinggi.*
2. Hasil Wawancara
a. Penetapan Harga Pada Transaksi Idol Photocard Album
Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa
besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahan dari
produk atau jasa yang dihasilkan.®® Adapun beberapa metode dalam
menentukan harga, yaitu penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan
harga berdasarkan harga pesaing/competitor, dan penetapan harga
berdasarkan permintaan.>* Penetapan harga yang dilakukan hal ini
kaitannya pada transaksi photocard seller atau akun seller yang
menyatakan bahwa penetapan harga berdasarkan permintaan antara
lain,
“Beberapa photocard yg aku jual memang beli nya udah mahal
dari seller sebelumnya, jadi aku jual biar dapet untung juga. Tapi tidak

memungkiri karena ada beberapa photocard banyak yang cari. Dan aku

4% Fonita Theresia Yoliando, Analisis Implikasi Tren Koleksi Photocard pada K-pop Enthusiast
dalam  Strategi Pemasaran  Retail, Universitas  Multimedia  Nusantara, 2022.
https://ojs.uph.edu/index.php/KOMA-DKV/article/view/6843/pdf

0'N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2023), Hal. 138

51 Tony Hartono, Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia, h. 101
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sebagai seller berani ambil untung gede karena ya banyak yang cari
dipasaran”®
“Hehe maaf ya kak untuk harga yang overpriced itu, tapi karena
kan ada beberapa photocard yang permintaan atau peminatnya tinggi
banget jadi aku berani untuk mematok harga yang lebih mahal karena
biasanya buyer tetep mau beli dan biasanya juga aku karena murni
pembeli tidak mengetahui harga pasaran jadi aku ingin mengambil
untung yang banyak”®3
Dari penjelasan penjual idol photocard album Terdapat perbedaan
dalam penetapan harga di akun seller @sunset1905 dengan akun seller
@pinkpeach. Pada akun @pinkpeach tersebut seller menentukan harga
yang tidak sesuai dengan menentukan harga sendiri agar memperoleh
banyak keuntungan yang tidak sesuai dengan Kriteria penetapan harga
yakni adanya permintaan pasar, harga berdasarkan biaya, dan
berdasarkan harga pesaing/kompetitor.
b. Perbedaan Penetapan Harga Photocard Pada Transaksi Idol
Photocard Album
Terdapat perbedaan dalam penetapan harga pada transaksi
photocard dari artis satu dengan yang lainnya. Hal tersebut ditentukan
berdasarkan tingkat popularitas idola tersebut yang menjadikan

kesenjangan harga yang sangat mencolok antara idola atau artis yang

52 Ninit, wawancara (Twitter, 19 Mei 2023)
%3 Kharisma, wawancara (Twitter, 22 Mei 2023)
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memiliki popularitas rendah, sedang, hingga dengan yang tinggi. Hal
ini berdasarkan hasil wawancara seller photocard antara lain,

“Harga per member idol bisa beda karena tiap member demand nya
beda, semakin banyak yg cari kemungkinan untuk harga lebih tinggi
dari member lain pasti juga tinggi”>*

“Karena ada beberapa member idol yang emang banyak banget
yang suka, jadi harganya bakal jauh lebih tinggi dan kalo yang harganya
agak murah biasa nya peminat member idol nya sedikit”>®

“Kalo itu tergantung demand collector juga kak, photocard idol
dengan demand yang tinggi biasanya memang lebih sering dicari”®

Dalam hasil wawancara mengenai perbedaan penetapan harga
photocard idol ini, dapat disimpulkan bahwasanya para penjual
photocard idol menetapkan harga jual dengan cara mereka sendiri tanpa
ada campur tangan dari pihak lain atau pemerintah.

c. Faktor Harga Idol Photocard Album Lebih Mahal Dibandingkan
Dengan Merchandise Lain

Merchandise merupakan beragam pernak-pernik yang dijual ke
publik dengan tema dan konsep tertentu. Pernak-pernik ini
menghadirkan desain unik yang merepresentasikan sebuah grup idola
atau artis tertentu. Beberapa merchandise yang dikeluarkan antara lain,

season greetings, poster, lighstick, album, dan photocard.

%4 Niken, wawancara (LINE, 19 Mei 2023)
%5 Ninit, wawancara (Twitter, 19 Mei 2023)
%6 Kharisma, wawancara (Twitter, 22 Mei 2023)
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan akun
seller photocard terdapat beberapa faktor pada harga photocard lebih
mahal daripada merchandise lainnya, antara lain

“Harga photocard idol bisa lebih tinggi karena balik lagi ke
demand yg lebih banyak dari merchandise yg lain. Serta foto yang
bervariatif dari berbagai member idol lebih menarik perhatian fans
sebagai customer untuk membelinya™>’

“Biasanya ada beberapa photocard yang emang diproduksi sedikit
atau bisa di bilang rare dan peminatnya banyak’°®

“Tergantung kesukaan dari collector sih kak, ada beberapa yang
lebih memilih koleksi merchandise yang bisa dipakai sehari-hari, yang
bisa dipajang, atau photobook official. Karena photocard idol lebih
diminati, sehingga hal tersebut yang juga mempengaruhi harga jual
merchandise lainnya™™®

Dapat disimpulkan bahwasanya mengenai faktor yang ada bahwa
harga photocard lebih mahal daripada merchandise yang lain adalah
karena photocard memiliki demand atau permintaan pasar yang besar.

d. Idol Photocard Album Banyak Diminati
Idol photocard album ini banyak diminati karena beberapa hal,
antara lain karena bentuk dari photocard idol itu kecil, memiliki harga

pasar untuk dijual, dan memiliki kepuasaan tersendiri terhadap pembeli

5" Niken, wawancara (LINE, 19 Mei 2023)
%8 Ninit, wawancara (Twitter, 19 Mei 2023)
%9 Kharisma, wawancara (Twitter, 20 Mei 2023)
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atau kolektor dari photocard. Hal tersebut berdasarkan wawancara
peneliti terhadap beberapa seller photocard antara lain,

“Jawabannya lebih simple dan bentuknya kecil dan bisa di bawa
kemana-mana”®

“Karena bentuknya lebih fleksibel sih kak kayanya ya dan
kebiasaan nya photocardkan jadi ajang dibawa kemana-mana tuh jadi
banyak yang minat deh”®!

“Karena photocard idol adalah salah satu faktor unik dan jenis
photocard idol juga sangat variatif, photocard idol juga sangat compact
untuk disimpan atau dibawa kemana-mana’®?

B. Pembahasan
1. Penetapan Harga Pada Transaksi Idol Photocard Album Perspektif
Hukum Positif
Photocard tidak dijual secara satuan karena photocard merupakan hadiah
yang diberi secara random dan rata-rata hanya terdapat 1 hingga 5 photocard
di dalam album atau di merchandise lainnya. Dengan menggunakan sistem
random tersebut menjadikan strategi penjualan album berhasil meningkat,
karena tidak sedikit dari penggemar idola atau artis tersebut rela membeli
berpuluh-puluh album hanya untuk mendapatkan photocard idola atau

artis yang dinginkan dan dijadikan bahan koleksi karena bernilai sangat tinggi.

60 Ninit, Wawancara (Twitter, 19 Mei 2023)
61 Kharisma, Wawancara (Twitter, 20 Mei 2023)
62 Niken, Wawancara (LINE, 19 Mei 2023)
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Pada wawancara yang peneliti lakukan melalui direct message masing-
masing penjual/seller photocard dengan pertanyaan pada tabel 4 mengenai
penetapan harga, sebagaimana didapatkan wawancara dengan :

Akun dari seller photocard @PinkPeach

“Hehe maaf ya kak untuk harga yang overpriced itu, tapi karena kan ada
beberapa photocard yang permintaan atau peminatnya tinggi banget jadi aku
berani untuk mematok harga yang lebih mahal karena biasanya buyer tetep mau
beli dan untuk harga yang harusnya ikut pasaran tapi aku ambil harga tinggi ya
karena pengen aja kak ambil untung lebih, buyernya juga mau soalnya atau dia
ngga tau harga pasaran.”®

Hasil wawancara diatas pada seller photocard menunjukkan bahwa
terdapat tidak kesesuaian Pada Undang-Undang Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang telah
diberlakukan sejak tahun 2000 yakni satu tahun setelah disahkannya. Yang
mana tujuan utama dibentuknya UUPK ini adalah untuk meningkatkan iklim
usaha yang kondusif yang sesuai dengan perkembangan dunia usaha itu sendiri
dan untuk melindungi konsumen dari perlakuan sewenang-wenang seseorang
atau pelaku usaha.®* Seperti hal nya dalam permasalahan penetapan harga pada
transaksi idol photocard album ini, karena pesatnya perkembangan dunia
mengenai usaha menyebabkan pelaku usaha atau dalam hal penelitian ini seller

photocard melakukan segala tindakan yang dianggap dapat meningkatkan

83 Kharisma, wawancara, (Twitter, 20 Mei 2023)
64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut terjadi karena sistem
pemberian bonus photocard pada album tersebut random/acak. Sedangkan,
photocard tersebut banyak ingin dimiliki kolektor ataupun penggemar yang
ingin memiliki sekedar untuk koleksi yang membuat kebahagiaan semata.
Maka hal tersebut membuat banyak sekali demand (permintaan) dari
penggemar akan photocard dari setiap idola atau artis favorit mereka. Dan pada
setiap idola atau artis memiliki beragam harga dan peminat yang dapat dilihat
berdasarkan tingkat popularitas idola tersebut dan tingkat limitasi dari jumlah
photocard yang tersedia di seluruh dunia.

Tujuan dari adanya Pasal 8 tahun 1999 tentang Hukum perlindungan
Konsumen ini untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen, dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.®®

Penetapan harga yang demikian juga tidak jauh berbeda dengan yang
dilakukan oleh akun dari seller photocard @Sunset1905 yang mengambil
keuntungan lebih berdalihkan pembeli tidak mengetahui harga pasaran idol
photocard tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
pasal 4 huruf b mengatur mengenai salah satu hak konsumen yaitu hak untuk
memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukarnya. Nilai

tukar pada barang diatur dalam Pasal 4 huruf b (mengenai hak konsumen),

6 Pasal 8 tahun 1999 tentang Hukum perlindungan Konsumen
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Dengan UU tersebut pembeli photocard sebagai konsumen mendapatkan hak
untuk memilih photocard dari artis atau idola yang diinginkan sesuai dengan
nilai tukar barang tersebut yang dilihat dari banyaknya memiliki demand
(permintaan) yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat diketahui oleh peneliti
melalui wawancara seller photocard dari akun ,

Akun seller @diary553 menyatakan

“Harga permember bisa beda karena tiap member demandnya beda,
semakin banyak yg cari kemungkinan untuk harga lebih tinggi dari member
lain pasti juga tinggi.”%®

Akun seller @PinkPeach

“Kalo itu tergantung demand collector juga kak, photocard member
dengan demand yang tinggi biasanya memang lebih sering dicari, sedangkan

quantity official merchandisenya dari photocard tidak sebanyak itu.”®’

Mengenai harga tentunya terdapat kesepakatan antara seseorang atau
pelaku usaha dan konsumen yang mana hal tersebut merupakan suatu
perjanjian atau kontrak yang tidak tertulis. Di dalam hukum perdata, suatu
kontrak harus dilaksanakan dengan itikad yang baik sebagaimana telah diatur
dalam pasal 1338 KUH Perdata. Maka apabila terdapat penjual/seller
photocard yang tidak menetapkan harga dengan baik atau tidak sesuai dengan
pasaran, pastilah tidak memenuhi unsur itikad baik ini. Hal tersebut

berdasarkan wawancara pada akun seller @pinkpeach yang menyatakan

% Niken, wawancara, (LINE, 19 Mei 2023)
67 Kharisma, wawancara, (Twitter, 20 Mei 2023)
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menetapkan harga tinggi karena pembeli tidak mengetahui harga pasaran yang
ada.

Dan pada pasal 1339 KUH Perdata dijelaskan bahwa “Suatu perjanjian
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang- undang.” Maka dalam
penetapan harga photocard ini antara kepatutan dan kebiasaan dalam konteks
harga dapat dimaknai dengan kesesuaian harga yang ada dipasaran. Hal
kepatutan ini tidak sesuai dengan Bahwa pelaku usaha sudah seharusnya wajib
memiliki itikad baik sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Itikad baik pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dimaksudkan agar
konsumen didalam menggunakan barang-barang yang dibeli mendapat suatu
tindakan perlindungan sebagaimana juga yang tertuang dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.

Pada penetapan harga pada barang photocard harus sesuai dengan harga
kebiasaan tertentu yang dapat dilihat dari siapa idola atau artis yang ada di
photocard dan spesifikasi (tidak cacat) dari photocard tersebut dikalangan
penggemar/kolektor photocard. Karena, harga yang patut atau sesuai tentunya
didasari oleh kesesuaian kebiasaan serta norma-norma yang ada di suatu
tempat dan di suatu kalangan tertentu. Berdasarkan di dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan

bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan,
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dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kaitannya hal ini
adalah, pembeli yang tidak mengetahui harga pasaran photocard tidak
mendapatkan kenyamanan atas penetapan harga pada transaksi idol photocard
album karena penjual atau seller tidak memberikan informasi serta tidak
memberikan harga sesuai pasaran yang ada.

Hukum Perlindungan Konsumen yang telah didasari oleh beberapa
prinsip. Salah satu dari prinsip yang sesuai dengan permasalahan peneliti yakni
prinsip keseimbangan dan prinsip keadilan yang dijelaskan pada Pasal 2 tahun
1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Prinsip keseimbangan
dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,
pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.®® Inti dari
diciptakannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk
menciptakan keseimbangan. Dan keseimbangan dalam perlindungan
konsumen dapat menumbuhkan sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha
terhadap konsumen. Selanjutnya, prinsip keadilan yang dimaksudkan agar
partisipasi dari seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan tentunya
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan sama-sama melaksanakan kewajibannya tersebut.

Jika, pada transaksi penetapan harga pada photocard pembeli/pengoleksi
photocard tidak mengetahui harga pasaran yang ada dan penjual/seller
photocard memberikan harga yang tidak wajar (diatas harga pasaran) maka

dengan adanya perlindungan konsumen dapat menumbuhkan sikap jujur dan

8 Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
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tanggung jawab dari penjual/seller photocard terhadap pembeli/pengoleksi
photocard karena hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan
dan keadilan yang telah dijelaskan.

Namun, masih terdapat penjual yang masih menumbuhkan sikap jujur dan
tanggung jawab sesuai dengan prinsip keseimbangan dan keadilan akan
penetapan harga pada photocard, seperti hal nya wawancara yang peneliti
lakukan pada akun @diary553

“Penetapan harga di sini itu ikut sesuai pasaran idola atau artis nya, karena
kita fokus nya untuk jajanan ready jpn dan kr maka dari kita juga menyesuaikan
dengan harga pasaran disana.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi
acuan bagi peraturan perundangan lainnya dalam bidang perlindungan
konsumen. Agar perlindungan terhadap hak-hak konsumen tidak lagi
dilaksanakan secara parsial, namun dilaksanakan secara terpadu, utuh, dan
universal.%® Apabila hal tersebut disambut dengan baik antara penjual/seller
terhadap pembeli/pengoleksi photocard dalam penentuan harga, maka masing-
masing pihak sama-sama mendapatkan haknya. Karena di dalam penentuan
nilai tukar harga, prinsip keadilan dimaksudkan agar penjual/seller photocard
menetapkan harga sesuai dengan nilai tukar secara proporsional, tidak terlalu
tinggi dan juga tidak terlalu rendah (sesuai harga pasaran yang ada). Dengan
demikian konsumen mendapatkan harga secara adil dalam arti harga secara

proporsional.

89 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 70
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2. Penetapan Harga Pada Transaksi Idol Photocard Album Perspektif

Hukum Islam

Allah SWT menyuruh manusia agar menyempurnakan takaran dan
melarang curang dalam menakar. Secara majazi, makna neraca atau takaran itu
menunjukkan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan secara seimbang,
selaras dan adil. Sama halnya dengan menetapkan nilai tukar barang atau harga.
Tidak dapat dikatakan seimbang, selaras, atau adil apabila pelaku usaha
tersebut dalam menetapkan harga terlalu tinggi dan memberatkan konsumen.

Dalam perspektif Islam, dijelaskan bahwa mengambil keuntungan
berapapun tidak dibatasi, asalkan unsur kerelaan (suka sama suka) telah
terpenunhi. Jika dikaitkan dengan permasalahan peneliti, maka apabila pembeli
photocard tersebut rela dengan harga di atas pasaran dan pembeli photocard
tersebut telah setuju dan rela dengan harga yang telah diberi oleh seller
photocard maka diperbolehkan.

Nash dalam Al-Qur’an menjelaskan bahwa keadilan bukanlah hanya
sekedar anjuran melainkan perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu,
tempat atau individu tertentu.”* Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat

90 yang berbunyi :

&l 2k iy Sl slaadh e ot sl b sl gyl s Jsdl e an &)

O3R%

0 A, Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)
T A. Kadir, Hukum, h. 76
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Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Selain dari ayat diatas Allah SWT juga secara tegas pada firman Allah

dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

158 Y 5288 a5 e A (388 1 W) Sl 2k &0 5l 13RE Y 15l el @il

P
Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Maksudnya, Allah SWT menyuruh manusia agar menyempurnakan
penetapan harga barang/harga pada apapun, menyempurnakan segala
penakaran, dan menghindari segala bentuk kecurangan. Karena, apabila
seseorang atau pelaku usaha dalam kasus peneliti penjual/seller photocard
menetapkan harga barangnya terlalu tinggi dan memberatkan konsumen
(pembeli/pengoleksi photocard) maka jelas tidak dapat dikatakan seimbang
dan adil. Sebab jika menetapkan harga dengan jalan batil, maka akan

berdampak pada kerugian bagi orang lain.
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Walau mengenai penetapan harga barang atau jasa, Islam sesungguhnya
tidak memberikan batasan yang pasti berapa keuntungan yang boleh diambil
oleh pelaku usaha, asal dari mencari keuntungan itu disyariatkan, kecuali
apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan syara’.72
Karena harga pada dasarnya diserahkan kepda mekanisme yang terjadi
dipasaran. Terkecuali apabila terjadinya distorsi atau penyimpangan harga dan
mempengaruhi harga pasar (kebiasaan). Penentuan harga termasuk dalam
transaksi jual beli yang dapat dinyatakan sah jika kedua pihak yaitu para

penjual dan pembeli merasa untung.

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan Magashid al-
Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di
antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga,
maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi
tertentu, dengan dalih Magashid al-Syariah, penentuan harga menjadi suatu
keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan
memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di
lapangan). Dalam hal ini, Magashid al-Syariah diperlukan untuk penetapan
harga pada transaksi idol photocard album ini agar terjaganya dalam penetapan
harga dan hak-hak atas konsumen atau pembeli dari idol photocard album

tersebut.

2 A, Kadir, Hukum, h. 116
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Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh
keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara
penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh
penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi,
harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang
ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan

harga barang tersebut dari penjual.”

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang
ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan
dan penawaran. Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang
sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlaku.”* Maka, proses dari
penetapan harga pada transaksi photocard ini tidak hanya dilakukan oleh salah
satu pihak, melainkan melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak
dari para penjual/seller photocard, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan

kehendak pasar dan saling menguntungkan.

8 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.169-170.
 Aislahi, A. Konsep Ekonomi lbnu Taimiyah. Surabaya: Bina IImu, 1997
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun yang menjadi kesimpulan dari paparan dalam skripsi yang telah
peneliti lakukan pada bab sebelumnya mengenai penetapan harga pada
photocard, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Photocard adalah salah satu barang yang didapat pembeli apabila
membeli album dan sistem photocard yang didapatkan dengan sistem
acak/random dan banyak pembeli yang lebih menyukai untuk
mendapatkan photocard yang mereka inginkan saja untuk dikoleksi
sebagai bentuk rasa suka mereka kepada artis yang mereka sukai atau
untuk kebahagiaan semata. Penetapan harga pada idol photocard album
jika ditinjau dari hukum positif pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen terdapat pelanggaran.
Karena pembeli/pengoleksi photocard tidak mengetahui harga pasaran
yang ada dan penjual/seller photocard memberikan harga yang tidak
wajar (diatas harga pasaran). Walau pada penetapan harga photocard ini
merupakan suatu perjanjian atau kontrak yang tidak tertulis. Dan tidak
sesuai dengan asas-asas yang ada salah satu asasnya berprinsip
Keseimbangan dan Keadilan pada pasal 4 tahun 1999 tentang Hukum
Perlindungan Konsumen, yang merugikan salah satu pihak dalam hal ini

konsumen atau pembeli idol photocard album.
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2. Menurut tinjauan Hukum Islam mengenai penetapan harga khususnya
pada photocard tidak memberi pembatasan pasti berapa harga dan
keuntungan yang diperolen penjual/seller photocard. Namun,
Penetapan harga pada transaksi nilai tukar ini harus mencapai harga
yang adil dalam Islam yang dimaksudkan untuk terjaganya hak dari
semua pihak, baik pembeli/pengoleksi photocard maupun penjual/seller
photocard dan tidak menimbulkan suatu kemudaratan atau kebatilan.
Karena pada dasarnya, penetapan harga diserahkan kepada mekanisme
pasar sesuai dengan kebiasaan tersebut.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini adalah para
penjual/seller photocard tidak memberikan harga semaunya karena alasan buyer
tidak mengetahui harga pasaran photocard yang diinginkan tersebut ataupun
photocard tersebut merupakan photocard dari idola atau artis yang memiliki nilai
harga yang sangat tinggi dan demand dari penggemar yang sangat tinggi . Para
penjual/seller photocard tetap didasari dengan rasa senang dengan kegiatan
tersebut diharapkan tidak menjadikan obsesi untuk mendapatkan keuntungan
yang tinggi pada penetapan harga photocard tersebut yang mana dapat merusak
harga pada kalangan pecinta/kolektor photocard. Untuk penelitian selanjutnya,
penulis berharap dapat membahas lebih mendalam mengenai penetapan harga
pada barang khususnya idol photocard album yang kaitannya dengan pandangan

Hukum Positif dan Hukum Islam.
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